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ABSTRAK 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep musyawarah dalam 

Islam sebagaimana diterapkan pada mekanisme pemilihan pimpinan DPR Pasal 

84 UU MD3. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitik. Data yang 

didapat dari buku, literature, surat kabar dideskripsikan bersama dengan beragam 

penafsiran konsep musyawarah menurut para ahli. Tentunya data yang dicari 

sesuai dengan kondisi yang hampir sama di Indonesia. Dengan mengetahui 

sejarah perkembangan pemilihan pemimpin dalam Islam melalui mekanisme 

musyawarah dapat diketahui proses musyawarah yang baik sebagai perwujudan 

fitrah manusia. Sehingga bisa memberikan data terkait dengan sistem paket 

pemilihan pimpinan pemimpin yang dalam penelitian ini dianalogikan ke 

pimpinan DPR. 

 Kerangka teori menggunakan musyawarah atau syura sebagai alat 

pembedah dari data yang telah dikumpulkan. Konsep musyawarah merupakan 

fitrah setiap manusia, tempat bertukar pendapat maupun berdiskusi demi 

memantapkan keputusan yang akan diambil. Oleh karena itu dianggap penting 

untuk mengamalkannya, apalagi dalam lingkup Negara yang selalu menyangkut 

dengan kepentingan manusia. 

 Hasil penelitian menunjukan bahwa (1) Mekanisme pemilihan pimpinan 

DPR Pasal 84 membatasi kebebasan yang merupakan prinsip dasar 

bermusyawarah dibuktikan dengan terbatasnya hak-hak otonomi pribadi anggota 

DPR. Masing-masing anggota menunggu titah para pemimpin partainya. Kondisi 

tukar pendapat pun jauh dari kata sempurna oleh karena pembatasan ruang demi 

melenggangnya paket yang diajukan. (2) Kebersamaan sebagai proses yang 

dititikberatkan dalam bermusyawarah sangatlah minim, bahkan bisa dikatakan 

hampir tidak ada. Mekanisme pemilihan melalui sistem paket semakin membuat 

jurang pemisah kekeluargaan melebar. Akibatnya terjadi permusuhan yang tidak 

kunjung reda antara anggota DPR. Proses musyawarah yang diandaikan dengan 

kondisi kekeluargaan tidak terjadi, yang terjadi adalah proses meliciki demi 

sebuah kekuasaan. (3) Mekanisme pemilihan melalui sistem paket mementingkan 

suatu golongan. Tujuan diadakannya musyawarah yaitu tercapainya kesepakatan 

bersama demi sebuah kemaslahatan. Kemaslahatan yang dimaksudkan adalah 

kemaslahatan bersama mewadahi aspirasi para anggota musyawarahnya. 

Kenyataannya dengan mekanisme pemilihan melaui paket hanya akan timbul 

kepentingan golongan yang akan lebih diutamakan daripada kepentingan bersama 

khususnya rakyat seluruhnya. 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN 

Berdasarkan SKB Menteri Agama RI, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 

RI No. 158/1987 dan No. 05436/1987 

Tertanggal 22 Januari 1988 

A. Konsonan Huruf Tunggal 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Keterangan 

 Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 Ba>’ B Be ب

 ta>’ T Te ت

 sa> Ś es (dengan titik di atas) ث

 Ji>m J Je ج

 ha>’ H{ ha (dengan titik di bawah) ح

 kha>’ Kh ka dan ha خ

 da>l D De د

 za>l Ż Set (dengan titik di atas) ذ

 za>’ R Er ر

 Zai Z Zet ز

 si>n S Es س

 syi>n Sy Es dan ye ش

 sa>d S{ es (dengan titik di bawah) ص

 da>d D{ de (dengan titik di bawah) ض

 ta>’ T{ te (dengan titik di bawah) ط

 za>’ Z} zet (dengan titik di bawah) ظ

 ain ‘ koma terbalik di atas‘ ع

 - Gain G غ

 - fa>’ F ف

 - qa>f Q ق

 - ka>f K ك

 - la>m L ل

 - mi>m M م
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 - nu>n N ن

 - wa>wu W و

 - ha> H ه

 Hamzah ‘ Apostrof ء

 - ya>’ Y ي

 

B. Konsonan Rangkap 

Konsonan rangkap, termasuk tanda syaddah, ditulis rangkap, contoh: 

 ditulis Ahmadiyyah  احَْمَدِيَّة

C. Ta>’ Marbu>tah di Akhir Kata 

1. Bila dimantika ditulis, kecuali untuk kata-kata arab yang sudah terserap 

menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya. 

 ditulis jama>’ah  جَمَاعَة

2. Bila dihidupkan ditulis, contoh: 

 ’<ditulis karama>tul-auliya كَرَامَةُ الْْوَْليَِآء

D. Vokal Pendek 

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dan dhammah ditulis u. 

E. Vokal Panjang 

a panjang ditulis a>, i panjang ditulis i>, dan u panjang ditulis u>, masing-masing 

dengan tanda (-) hubung di atasnya 

F. Vokal-Vokal Rangkap 

1. Fathah dan ya>’ mati ditulis ai, contoh: 

 ditulis Bainakum بَيْنَكُم

2. Fathah dan wa>wu mati ditulis au, contoh: 

 ditulis Qaul قَوْل

 

G. Vokal-Vokal Yang Berurutan Dalam Satu Kata, Dipisahkan Dengan 

Apostrof (ʻ) 

 ditulis A’antum أأَنَْتُمْ 

 ditulis Mu’annaś مُؤَنَّث
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H. Kata Sandang Alif dan Lam 

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah 

 ditulis Al-Qur’a>n الْقرُْآن

 ditulis Al-Qiya>s الْقِيَاس

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf 

Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf L (el)-nya. 

مَاء  ’<ditulis As-sama  اسََّ

 ditulis Asy-syams الَشَّمْس

I. Huruf Besar 

Penulisan huruf besar disesuaikan EYD 

J. Penulisan Kata-Kata Dalam Rangkaian Kalimat 

1. Dapat ditulis menurut penulisannya 

 ditulis Żawi al-furu>d ذَوِى الْفرُُض

2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut 

 ditulis ahl as-Sunnah  اهَْلُ السُنَّة

  ditulis Syaikh al-Isla>m atau Syaikhul-Isla>m  شَيْخُ الِْْسْلََم
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MOTTO 

Manusia hanya bisa berharap, berusaha, berdo’a, Tuhanlah pemberi 

kepastian. Maka berusahalah dan tetap berbuat baik sesuai dengan 

kata hati hingga tiba Tuhan mengistirahatkanmu. 

Where there is a will there is a way, notihing impossible just do it. 

Hidup terlalu sadis untuk dibayangkan, terlalu manis tuk dilewatkan. 

Alam terbentang luas jadikan Guru. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Revisi UU MD3 (MPR, DPR, DPD, DPRD) yang disahkan pada 8 

Juli 2014 di mana salah satu pembahasan tertera pada Pasal 84  

menjelaskan mengenai mekanisme pemilihan pimpinan DPR dari sistem 

proporsional menjadi sistem paket. Sistem proporsional berarti partai 

pemenang pileg yang memiliki mandat, sedangkan sistem paket merujuk 

pada anggota DPR memilih pimpinan berdasarkan partai politik. Maka 

secara otomatis pemenang pileg tidak bisa lagi secara leluasa 

menentukan kadernya untuk duduk di pucuk pimpinan DPR sebagai 

akibat  logis kemenangannya pada pemilu.  

Masalah pimpinan DPR adalah menjadi hak dan kewenangan anggota 

DPR terpilih untuk memilih pimpinannya. Hal demikian adalah lazim dalam 

sistem presidensial dengan sistem multipartai, karena konfigurasi pengelompokan 

anggota DPR menjadi berubah ketika berada di DPR berdasarkan kesepakatan 

masing-masing. Mahkamah Konstitusi menilai pemilihan umum hanyalah untuk 

memilih anggota DPR, DPD, DPRD, serta Presiden dan Wakilnya, bukan untuk 

memilih pimpinan DPR. Pasal 22E ayat (2) UUD 1945 menyatakan, “Pemilihan 

umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 

Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat 
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Daerah.” 1 Sesuai dengan persamannya dalam Islam sebagai Ahl Al-H{alli wa Al-

‘Aqd{i maka DPR berhak menentukan pimpinannya sendiri. 

Secara materiil, Mahkamah Konstitusi menilai UUD 1945 tidak 

menentukan bagaimana susunan organisasi lembaga DPR termasuk cara dan 

mekanisme pemilihan pimpinannya. UUD 1945 hanya menentukan bahwa 

susunan DPR diatur dengan UU. Wajar timbul beragam cara pemilihan pimpinan 

DPR baik sebelum atau sesudah perubahan UUD 1945 yaitu, antara lain 

ditentukan oleh dan dari anggota DPR sendiri dengan sistem paket atau 

pencalonan oleh fraksi yang memiliki jumlah anggota tertentu atau ditentukan 

berdasarkan komposisi jumlah anggota fraksi di DPR.2 

 Nampaknya mekanisme pemilihan pimpinan DPR melaui sistem paket 

banyak disebabkan oleh input yang dirubah oleh proses-proses yang terjadi dalam 

sistem tingkah laku politik menjadi output dan  selanjutnya output-output ini 

menimbulkan pengaruh kepada sistem itu sendiri maupun terhadap lingkungan 

sistem itu berada.3 Sistem paket yang digunakan demi memilih pimpinan DPR 

memang tidak bisa dipisahkan dari tingkah laku politik para pelakunya demi 

berkuasa. Tidak kaget jika mekanisme pemilihan pimpinan DPR selalu berubah, 

karena memang UUD 1945 tidak membatasinya. 

Sedangkan dalam Islam untuk memutuskan siapa yang berhak menjadi 

pemimpin lebih banyak ditentukan oleh mekanisme musyawarah. Musyawarah 

                                                           
1
  Lulu Hanifah, “Berebut Kursi Kepemimpinan,”  Majalah konstitusi,  No. 93 (Oktober 

2014), hlm. 14. 

2
  Ibid. hlm. 13. 

3
  Mochtar Mass’oed, Colin Mac Andrews, Perbandingan Sistem Politik, (Jogjakarta: 

Gajah Mada Press, 1997), cet. ke IV, hlm. 5. 
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merupakan proses diskusi timbal balik demi tercapainya kata mufakat. Perihal 

musyawarah dalam Al-Qur’an surat Ali Imran (3): 159 dijelaskan : 

فضىا مه حىلك فبمارحمة مه الله لىت لهم ولىكىت فظا غليظ القلب لاو

فاعف عىهم واستغفرلهم وشاورهم في الأمرفإذا عزمت فتىكل على الله 

 إن الله يحب المتىكليه.

Ayat ini dari segi redaksional ditujukan kepada Nabi Muhammad Saw, 

agar memusyawarahkan persoalan-persoalan tertentu dengan sahabat atau anggota 

masyarakatnya. Tetapi, seperti yang dijelaskan lebih jauh, ayat ini juga merupakan 

petunjuk kepada setiap muslim, khususnya kepada setiap pemimpin, agar 

bermusyawarah dengan anggota-anggotanya.4 Dengan ini Allah menghendaki 

politik kaum muslimin ini berjalan berdasarkan prinsip musyawarah, agar tidak 

ada seorang pun yang merasa dizalimi.5 

Oleh Islam, tradisi ini dipertahankan, karena syura atau nadi merupakan 

tuntutan abadi dari fitrah manusia sebagai makhluk sosial politik. Al Qur’an 

mendemokratisasikan lembaga ini dengan istilah yang sama, yaitu syura atau nadi. 

Adapun praktik musyawarah berlanjut ke zaman Rasulullah, dibuktikan dengan 

kesaksian Abu Hurairah yang mengatakan  “ Tidak ada seorang pun yang lebih 

sering melakukan musyawarah kepada para sahabatnya selain Rasulullah.6 

                                                           
4
  Muhammad Quraish Shihab, Wawasan Al Qur’an Tafsir Mauddhu’i Atas Pelbagai 

Persoalan Umat, (Bandung : Penerbit Mizan,1998), cet. Ke VII,  hlm. 275. 

5
 As Siyasah wa Al-Iqtishadi fi At Tafkir Al-Islamy, Ahmad Syalabi, 57 dan 58 Dalam 

Farid Abdul Khaliq, Fikih Politik Islam, (Jakarta : Amzah, 2005), hlm. 51.  

6
 HR. Ibnu Majah, dalam Farid Abdul Khaliq, Fikih Politik, hlm. 57. 
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Dalam hal pemilihan pemimpin menurut konsep musyawarah haruslah 

berdasarkan kata mufakat walaupun berkali-kali diadakan, hingga ada 

kesepakatan.7 Konsep musyawarah memungkinkan pemilih memilih 

pemimpinnya melalui Ahlu al-H{alli wa al-‘Aqd{i. Ahlu al-H{alli wa al-‘Aqd{i 

dianggap sebagai lembaga representatif yang mewakili suara rakyat. Ada yang 

berpendapat bahwa anggotanya haruslah dari kalangan cendikiawan independen, 

tidak terikat dengan praktik politik praktis, cerdas pikiran serta kuat agamanya. 

Akan tetapi dalam banyak pembahasan dikatakan bahwa Ahl al-H{alli wa al-‘Aq{di 

salah satu tugasnya memilih pemimpin untuk suatu Negara, bukan pemimpin atas 

mereka sendiri. Sebenarnya kriteria yang diajak untuk bermusyawarah tidaklah 

jelas, menurut tempat serta situasi yang sesuai. Yang jelas banyak pendapat 

mengatakan bahwa masalah yang dimusyawarahkan tidak boleh bertentangan 

dengan nash dalam Al-Qur’an dan Hadist Nabi. 

Mekanisme pemilihan pimpinan DPR Pasal 84 UU MD3 melalui sistem 

paket menjadi suatu polemik tersendiri sehingga menarik sekali dikaji melalui 

konsep musyawarah. Indonesia memiliki tradisi Musyawarah sejak dahulu bahkan 

sebelum masuknya Islam ke nusantara. Meski Musyawarah berbeda dengan 

demokrasi menurut Abid Al Jabiri8 namun nampaknya penulis sepakat bahwa 

musyawarah merupakan elemen penting terselenggaranya demokrasi yang sehat 

Menarik untuk menyimak pendapat Pengamat politik dari Universitas Sriwijaya, 

Adrian Saptawan “ Yang namanya musyawarah duduk bersama bukan paket-

                                                           
7
 Dr. M. Quraish Shihab, Wawasan Al-Qur’an, hlm. 288. 

8
  Abid Al-Jabiri, Ad-Dimuqrathiyya wa Huquq al-Insan,( Syura: Tradisi Partikularitas 

Universalitas), diterjemahkan oleh Mujiburrahman,  (Yogyakarta: LKIS, 2003), cet. ke I, hlm. 22-

28. 
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paketan. Apa paket-paketan dikenal di Indonesia? . Tidak ada dalam sejarah 

paket, yang ada adalah duduk bersama.” 9 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka penulis 

berpendapat bahwa  mekanisme pemilihan pimpinan DPR melalui sistem paket 

belum tentu sesuai dengan konsep musyawarah musyawarah dalam Islam maupun 

di Indonesia. Sehingga perlu suatu pembahasan mekanisme pemilihan melaui 

sistem paket ini berdasarkan konsep musyawarah. Oleh karena itu pertanyaan 

yang relevan untuk diajukan adalah: Apakah mekanisme pemilihan pimpinan 

DPR melalui sistem paket Pasal 84 UU MD3 sejalan dengan konsep musyawarah 

dalam Islam? 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Penelitian ini pada dasarnya igin mendiskripsikan fenomena mekanisme 

pemilihan pimpinan DPR Pasal 84 UU MD3 melalui sistem paket. Adapun tujuan 

penulis mengadakan penelitian ini adalah : 

1. Untuk menjelaskan adanya ketidak cocokan antara mekanisme pemilihan 

pimpinan melalui sistem paket dengan konsep musyawarah dalam Islam. 

2. Untuk menjelaskan sejauh mana seharusnya konsep musyawarah dalam 

pemilihan pimpinan. 

Penelitian ini juga dapat memberikan beberapa manfaat yang berhubungan 

dalam pengambilan keputusan maupun asas musyawarah di Indonesia. Yang coba 

penulis jabarkan dalam beberapa poin sebagai berikut. 

                                                           
9
rri.co.id/post/berita/108061/nasional/pimpinan_dpr_dipilih_satu_paket_pengamat_nilai_

kemunduran_kualitas_demokrasi.html akses 11 Desember 2014 jam 09.45. 
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Manfaat teoritis 

1. Memberikan wawasan baru bagaimana pentingnya musyawarah dalam 

pemilihan pimpinan. 

2. Menyumbang wawasan tentang konsep musyawarah dalam pelaksanaan 

dewasa ini beserta kendalanya. 

3. Menyumbang wawasan bahwa musyawarah adalah ciri khas demokrasi 

Indonesia. 

Manfaat Praktis 

1. Memberikan gambaran tentang proses demokrasi maupun musyawarah 

mufakat Indonesia dewasa ini. 

2. Memberikan pelatihan untuk berfikir kritis atas produk Badan Legislatif. 

D. Telaah Pustaka 

 Beberapa karya ilmiah yang berkaitan dengan mekanisme pemilihan 

pimpinan jarang yang ditemukan membahas terkait pemilihan melalui konsep 

musyawarah. Terdapat beberapa penelitian yang sedikit relevan dengan judul 

yang penulis angkat berkenaan dengan mekanisme pengangkatan pemimpin. 

Toha Amar yang berjudul “ Prinsip Syura Dalam Proses Pemilihan 

Khulafaur Rasyidin,” Fakultas Ushuluddin, Study Agama dan Pemikiran Islam.10 

Pembahasan skripsi lebih banyak mengenai pengaruh musyawarah kepada 

pemilihan khulafaur rasyidin pasca wafatnya Nabi Muhammad Saw. 

                                                           
10

  Toha Amar, Prinsip Syura Dalam Pemilihan Khulafaur Rasyidin, (Yogyakarta: UIN 

Sunan Kalijaga, Fakultas Ushuluddin, Study Agama dan Pemikiran Islam Jurusan Sosiologi 

Agama, 2014) Tidak diterbitkan. 
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Ahmad Nursalim, “ Syura Pada Masa Nabi Muhammad SAW Di Madinah 

Tahun 622-632 Dan Aktualisasinya Pada Masa Kontemporer, " Fakultas Adab 

dan Ilmu Budaya.11 Pembahasan skripsi mengenai penerapan musyawarah pada 

masi Nabi memerintah di Madinah lalu disesuaikan dengan konteks kontemporer. 

Pembahasan belum terlalu spesifik ke masalah pemilihan pemimpin dari sebuah 

anggota musyawarah. 

Irma Muania, ” Studi Terhadap Pemikiran Yusuf Al Qaradawi Tentang 

Sistem Pemilihan Pemimpin Dan Relevansinya Dengan 

Sistem Pemilihan Presiden di Indonesia,” Fakultas Syari’ah dan Hukum.
12 

Pembahasan terkait sistem pemilihan pimpinan menurut pemikiran Yusuf Al 

Qaradawi relevansinya dengan sistem pemilihan Presiden di Indonesia. Konteks 

pembahasan lebih banyak membedah sistem pemilihan secara umum menurut 

pemahaman terhadap pemikiran Al Qaradawi, sehingga musyawarah jarang 

disinggung. 

Arina Fitria, “Sistem Pemilihan Presiden 2014 Dalam Perspektif 

Ketatanegaraan Hukum Islam,” Fakultas Syari’ah dan Hukum.13 Pembahasan 

skripsi terkait realita yang terjadi ketika pemilihan Presiden pada tahun 2014, 

                                                           
11

  Ahmad Nursalim, Syura Pada Masa Nabi Muhammad SAW Di Madinah Tahun 622-

632 Dan Aktualisasinya Pada Masa Kontemporer (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, Fakultas 

Adab dan Ilmu Budaya Jurusan Sejarah Kebudayaan Islam) Tidak diterbitkan. 

12
  Irma Maunia, Studi Terhadap Pemikiran Yusuf Al Qaradawi Tentang 

Sistem Pemilihan Pemimpin Dan Relevansinya Dengan Sistem Pemilihan Presiden Di Indonesia, 

(Yoyakarta: UIN Sunan Kalijaga, Fakultas Syari’ah dan Hukum Jurusan Jinayah Siyasah, 2005) 

Tidak diterbitkan. 

13
  Arina Fitria, Sistem Pemilihan Presiden 2014 Dalam Perspektif Ketatanegaraan 

Hukum Islam, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Jurusan Siyasah, 

2014) Tidak diterbitkan. 
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selanjutnya dianalisis dengan tata Negara hukum Islam. Pembahasan lebih 

ditekankan  kepada sistem terkait pemilihan Presiden pada pemilu tahun 2014. 

Sedikit berbeda dengan beberapa karya ilmiah yang ada di atas, penulis 

akan mengangkat serta mencoba mengkritisi Mekanisme Pemilihan Pimpinan 

DPR Pasal 84 Melalui Sistem Paket kaitannya dengan konsep musyawarah. Tema 

ini sangat menarik untuk dikaji, karena akan mencoba mengkaji mekanisme 

pemilihan pimpinan DPR melalui sistem paket berdasarkan beberapa pemahaman 

tentang konsep musyawarah atau syura. 

E. Kerangka Teori 

Untuk menganalisis Mekanisme paket Pasal 84 ini penulis menggunakan 

teori syura atau musyawarah sebagai pisau bedah. Teori ini menjelaskan 

bagaimana seharusnya dalam menanggapi maupun menyikapi kehidupan. Teori 

ini mengajarkan bagaimana manusia meminta pendapat, berdiskusi, bertukar 

pikiran demi menemukan solusi atas suatu masalah. Teori ini mengajarkan bahwa 

manusia membutuhkan pertolongan manusia lain dikehidupannya, sifat ini adalah 

fitrah manusia sangat sulit untuk dihindari. Dengan adanya syura maka seseorang 

dapat menjauhi sifat diktator atau semaunya sendiri dalam berbuat atau 

mengambil keputusan.  Bisa dikatakan musyawarah atau syura dalam Islam 

merupakan praktik kebebasan dari sekelompok manusia yang memuat rujukan 

pengetahuan, etika, estetika, dan adat. Asas musyawarah atau syura pertama 

adalah kebebasan berpendapat dengan adanya satu pendapat dan pendapat orang 
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lain. Artinya ada keseimbangan dalam kebebasan mengekspresikan antar berbagai 

pendapat yang berbeda-beda.14 

Kekeluargaan atau gotong royong dalam bahasa Indonesia menjadi salah 

satu komponen yang ada dimusyawarah atau syura. Syura atau musyawarah 

tidaklah baku harus sesuai dengan petunjuk Tuhan, akan tetapi musyawarah atau 

syura mengambil bentuk yang berubah-ubah dan tunduk terhadap struktur 

masyarakat maupun ilmu pengetahuan yang mempraktikan musyawarah atau 

syura ini. Bisa dikatakan musyawarah fleksibel terhadap kemungkinan apapun 

asal tidak mencedarai norma yang ada. Perintah untuk melakukan musyawarah 

diperuntukan untuk semua orang dari berbagai lapis kalangan. Karena dalam 

musyawarah terdapat kesamaan pelaksanaannya, sehingga siapa saja boleh ikut 

bermusyawarah. 

Pada musyawarah terdapat pendidikan yang bagus, menurut Quraish 

Shihab para peserta musyawarah diharuskan bersikap lemah lembut agar suasana 

menjadi kondusif. Selanjutnya menjadi pemaaf serta lapang dada karena tidak 

semua pendapat kita diterima, mungkin ada pendapat lain yang lebih baik 

daripada pendapat kita. Biasanya juga terdapat sedikit lidah yang terpeleset 

sehingga butuh pemaafan. Terakhir mohon ampun serta bertawakal atas keputusan 

yang telah diambil dari musyawarah, sehingga suasana kekeluargaan dapat terjaga 

dengan baik. Untuk mencapai hasil yang terbaik ketika musyawarahnya, 

hubungan dengan Tuhan pun harus harmonis, maka sudah seharusnya 

permohonan maghfirah atau ampunan Ilahi sebagai penutup dari proses 

                                                           
14

  Muhammad Syahrur, Tirani Islam Genealogi Masyarakat dan Negara, diterjemahkan 

oleh Saifuddin Zuhry Qudsy & Badrus Syamsul, (Yogyakarta: LKIS, 2003), cet. ke I,  hlm. 156. 
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musyawarah15. Musyawarah dapat dilakukan untuk segala masalah yang belum 

terdapat petunjuk agama secara jelas dan pasti, sekaligus yang berkaitan dengan 

kehidupan duniawi. Perihal dengan siapa musyawarah seharusnya dilakukan 

Quraish Shihab tidak menentukannya dengan jelas beliu hanya menjelaskan 

bahwa Ahl Al-Syura merupakan istilah umum, yang kepada mereka para 

penguasa dapat meminta pertimbangan dan saran. Jika demikian, tidak perlu 

ditetapkan secara rinci dan ketat sifat-sifat mereka, tergantung pada persoalan apa 

yang sedang dimusyawarahkan. Ini dikarenakan musyawarah seharusnya 

dilaksanakan oleh orang-orang yang memiliki sifat-sifat terpuji serta tidak 

memiliki kepentingan golongan, dan dilaksanakan sewajarnya agar disepakati 

bersama. Sekalipun ada di antara mereka yang tidak menerima keputusan, itu 

menjadi indikasi adanya sisi-sisi yang kurang berkenan di hati dan pikiran orang-

orang pilihan walaupun mereka minoritas, sehingga perlu dibicarakan lebih lanjut 

agar mencapai mufakat (untuk mendapatkan “madu” atau yang terbaik).16  Inilah 

perbedaan antara musyawarah di dalam Islam dengan demokrasi secara umum. 

Musyawarah bukan berarti mengambil suara mayoritas layaknya voting 

dalam pengambilan keputusan. Akan tetapi proses yang terus menerus sehingga 

tercapai kata mufakat di dalamnya. Adapun keputusan yang diambil berdasarkan 

kemaslahatan bersama demi “madu” yang diinginkan. Meskipun Al-Qur’an tidak 

merinci atau meletakan pola dan bentuk musyawarah tertentu, akan tetapi Islam 

menuntut adanya keterlibatan masyarakat di dalam urusan yang berkaitan dengan 

mereka. Perincian keterlibatan , pola, dan caranya diserahkan kepada masing-

                                                           
15

  M. Quraish Shihab, Wawasan Al-Qur’an, hlm. 78-79. 

16
  Ibid, hlm. 629, 631. 
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masing masyarakat, karena satu masyarakat dapat berbeda dengan masyarakat 

lain. Bahkan masyarakat tertentu dapat mempunyai pandangan berbeda dari suatu 

masa ke masa yang lain. Sikap Al-Qur’an inilah yang memberi kesempatan 

kepada setiap masyarakat untuk menyesuaikan sistem musyawarahnya dengan 

kepribadian, kebudayaan dan kondisi sosialnya.17 

F. Metode penelitian 

Pada penelitian ini, tentunya penulis memerlukan sebuah metode untuk 

membedah Sistem paket pimpinan berdasarkan konsep musyawarah. Penelitian ini 

akan menggunakan model penelitian kualitatif. Penelitian ini mempunyai 

kelebihan dalam menjelaskan “mengapa” dan “bagaimana,” bukan sekedar 

“apa.”18 Dalam kesempatan ini penulis akan menggunakan metode penelitian 

sebagai berikut. 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian dalam tulisan ini adalah penelitian pustaka (Bibliographie 

Research). Dalam penelitian ini mengandalkan studi pustaka. Dimana data-data 

yang dikumpulkan berdasarkan literatur, buku-buku maupun karya ilmiah yang 

ada sehingga mampu menunjang penelitian ini. Tentunya rujukan-rujukan yang 

ada seusai dengan kebutuhan serta terkait dengan penelitian ini. 

2. Sifat Penelitian 

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik. Di mana penulis akan 

mendiskripsikan permasalahan mekanisme pemilihan pimpinan melaui sistem 

                                                           
17

  Ibid. hlm, 632. 
18

  Lissa Harrison , Metodologi Penelitian Politik,di terjemahkan oleh Tri Wibowo B.S., ( 

Jakarta: Kencana, 2007), cet. Ke II,  hlm. 92. 
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paket beserta konsep muyawarah lalu dianalisis berdasarkan keterkaitan yang ada. 

Kemudian akan dianalisis mekanisme pemilihan melaui sistem paket tersebut 

dengan konsep musyawarah menurut Islam. 

3. Pendekatan masalah 

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan normatif. Selanjutnya mekanisme pemilihan pimpinan melaui  sistem 

paket dipandang sebagai sebuah produk kebijakan yang perlu dipandang dari 

sudut pandang salah satu aspek pendukung suksesnya mekanisme oleh para 

pelakunya. Pendekatan ini memandang sistem paket dengan norma-norma atau 

kadiah yang berlaku pada suatu tempat atau Negara, dalam hal ini konsep 

musyawarah sebagai kacamata pelihatnya.  

4. Sumber Data 

Sumber data penelitian ini berasal dari sumber data primer dan sumber 

data sekunder. Adapun sumber data primer dapat ditemukan melalui karya tulis 

ilmiah yang di dalamnya membahas perihal musyawarah atau syura baik dari segi 

pemahaman dari ayat-ayat yang ada maupun pemahaman rasionalitas. 

Untuk data sekunder penulis dapatkan dari sumber-sumber internet 

maupun karya tulis ilmiah dalam bentuk jurnal maupun esai. 

5. Analisis Data 

Setelah data didapatkan maka, baik itu data primer maupun data sekunder 

maka data-data tersebut akan dianalisis dengan tipe analisis deduktif. Analisis 

deduktif berpijak pada data-data umum sebagai langkah awal sehingga nanti bisa 

ditarik kesimpulan lebih khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian. Data-data 
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tersebut akan penulis analisa dengan teori musyawarah atau syura. Bagaimana 

mekanisme pemilihan dilihat dari sudut penyokong utama yaitu musyawarah. 

Sehingga kita bisa melihat dan mengkritisi kebijakan sistem paket pemilihan ini. 

G. Sistematika Pembahasan 

Dalam penelitian ini, akan disajikan dalam beberapa bab pembahasan 

terkait dengan permasalahan yang menjadi fokus dari penelitian. Pada Bab I akan 

dibahas latar belakang pemilihan judul, rumusan masalah yang menjadi pokok 

pembahasan penelitian, juga terdapat tujuan maupun manfaaat dari penulisan 

skripsi ini, telaah pustaka, metode penelitian, kerangka teoritik pembedah 

masalah, sistematika pembahasan. 

Bab II di bahas gambaran umum tentang definisi serta dalil yang 

berkenaan dengan musyawarah dan penafisrannya, sejarah penerapan 

musyawarah dari zaman ke zaman. Bab III penulis akan membahas pengamalan 

musyawarah, di mana akan diuraikan bagaimana peranan musyawarah dalam 

menentukan pemimpin maupun wakil dalam urusan yang berkenaan dengan 

ummat. Selanjutnya bagaimana peranan musyawarah sebagai pengawas 

pemerintahan yang baik, diakhiri dengan pembahasan Pasal 84 UU MD3 ditinjau 

dari segi Konstitusi. 

Bab IV penulis akan menganalisis sistem paket dengan menggunakan 

tinjauan syura atau musyawarah. Untuk selanjutnya dianalisis dengan asas 

kebebasan sebagai landasan bermusyawarah. Kebersamaan dalam proses 

menentukan keputusan final musyawarah yang dipandang sebagai proses yang 

lazim ada demi terwujudnya mufakat. Kemaslahatan bersama sebagai tujuan dari 
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keputusan mufakat. Kepentingan bersama yang dimaksud adalah kepentingan 

yang tidak memihak kepada suatu golongan atau individu, kepentingan yang 

membuat suasana kondusif. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Setelah penulis mengumpulkan data melalui buku maupun literatur terkait 

konsep musyawarah dalam Islam. Ditemukan bahwa dalam Islam belum ada 

bahasan tentang pemilihan pimpinan Ahl al-H{alli wa Al-‘Aqdi. Justru banyak 

dibahas masalah pemilihan pemimpin sebagai kepala Negara maupun khilafah, 

karena tugas mereka sedari awal bukan memilih pimpinan di antara mereka. Ini 

sesuai dengan tugas asli dari Ahl al-H{alli wa Al-‘Aqdi sebagai perwakilan umat 

untuk bermusyawarah mewakili suara mereka. Orang-orang yang termasuk dalam 

anggota musyawarah dianggap sebagai pihak yang kompeten dibidangnya untuk 

mencapai keputusan demi kemaslahatan bersama. Tidak jarang yang mengatakan 

bahwa  Ahl al-Halli wa Al-Aqdi adalah lembaga independen yang lepas dari 

politik. Adapun hasil penelitian dapat disimpulkan: 

1. Proses musyawarah pada mekanisme pemilihan pimpinan DPR Pasal 84 UU 

MD3 tidak relevan dengan konsep musyawarah karena ketidak cocokan 

antara spirit yang dibangun dengan realita yang ada di lapangan. 

2. Ciri khas orang Indonesia tidak nampak dalam proses bermusyawarah 

dalam mekanisme pemilihan pimpinan DPR. 

3. Para anggota musyawarah dalam hal ini DPR belum mempunyai rasa lemah 

lembut, lapang dada dan pemaaf sebagai pra syarat awal proses 

bermusyawarah. 
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4. Kerjasama maupun semangat kebersamaan dalam proses bermusyawarah 

sangatlah minim sehingga proses bermusyawarah tidak menjadi apa yang 

diinginkan konsep musyawarah dalam Islam. 

5. Kesepakatan yang lahir dari proses musyawarah belum dapat menjawab 

tujuan diadakannya musyawarah, yang sangat bertentangan dengan konsep 

musyawarah yang menekankan kepada kemaslahatan sebagai tujuan utama 

bermusyawarah. 

B. Saran 

Penelitian yang dilakukan memang jauh dari kata sempurna oleh karena itu 

perlu penelitian lebih lanjut guna menambal kekurangan yang ada.  

1. Penelitian tentang bagaimana seharusnya musyawarah sesuai dengan 

konteks kondisi Indonesia kekinian sehingga musyawarah dapat berjalan 

semestinya sesuai dengan konsep musyawarah dalam Islam dan Indonesia 

khususnya. 

2. Pemilihan pimpinan lembaga melalui konsep musyawarah relevansinya 

dengan kondisi Indonesia kekinian sehingga tercipta arus perpolitikan 

yang sehat demi terwujudnya kepentingan rakyat. 

3. Ciri khas demokrasi Indonesia relevansinya menjawab persoalan-persoalan 

masa kini. 
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LAMPIRAN 

DAFTAR TERJEMAHAN 

No HALAMAN BAB FN TERJEMAHAN 

1 15 II 9 Apabila keduanya (suami istri) ingin menyapih 

anak mereka (sebelum dua tahun) atas dasar 

kerelaan dan permusyawarahan antarmereka, 

maka tidak ada dosa atas keduanya. 

2 16 II 11 Maka disebabkan rahmat dari Allahlah, engkau 

bersikap lemah lembut terhadap mereka. 

Seandainya engkau bersikap kasar dan berhati 

keras, niscaya mereka akan menjauhkan diri dari 

sekelilingmu. Karena itu, maafkanlah mereka, 

mohonkanlah ampun bagi mereka, dan 

bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan 

tertentu. Kemudian apabila engkau telah 

membulatkan tekad, bertakwalah kepada Allah. 

Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang 

bertawakal kepada-Nya. 

 

3 17 II 14 Seandainya engkau bersikap kasar dan berhati 

keras, niscaya mereka akan menjauhkan diri dari 

sekelilingmu 

4 19 II 15 Apabila telah bulat tekad (laksanakanlah) dan 

berserah dirilah kepada Allah. Sesungguhnya 

Allah menyukai orang-orang yang berserah diri. 

5 20 II 18 Orang-orang yang mematuhi seruan Tuhan 

mereka, melaksanakan shalat (dengan 

sempurna), serta urusan merekadiputuskan 

dengan musyawarah antarmereka, dan mereka 

menafkahkan sebagian rezeki yang kami 

anugerahkan kepada mereka. 

6 22 II 23 Saya tidak melihat seorangpun yang lebih 

banyak musyawarahnya daripada Rasulullah 

Saw terhadap para sahabatnya. 
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